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BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR | TAHUN 2025

PN

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
4, Unaang-Undmg Nomor 23 Tahun 2014 tent.dng
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb‘lran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetap
Peraturan Pemerintah Péngganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 teutﬁng Cipta Kerja menjadi Und Eg-
Undang (Lembaran' Negara Republik Indonesia Ta un
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

-Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor'| 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nei@ra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ‘58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon%:‘sia
Nomor 4587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2P21
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor |21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelofaan Keuangan Desa (Berita Neéma
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peramran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting?al,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rindian
Pricritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RepuPhk
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

v

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan.Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

’I\mjahgan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
Lainnya adalah tambahan benghasilan selain pengha L; n
tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris I::a
dan Perangkat Desa Lainnya karena melaksanakan ttigas

pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa;

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diberi#an
kepada Kepala Desa, 3ekretaris Desa dan Perangkat Qc:sa

~Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan

dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;

Alckasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaﬁan
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota set¢lah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari angga{fan
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan é)égi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan Ifdan
belanja_ daerah kabupaten/kota dan digunakan un:t‘uk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksan“

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, an

‘pemberdayaan masyarakat
!

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang pfs:rlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diter‘ima
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15.

16.

17.

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkdtan
maupun pada tahun anggaran berikutnya. |
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupa{kan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Pendapatan adalah. semua pencrimaan Desa dalam 1 (s:atu)
tahun ;nggaran yang menjadi hak Desa;

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekeninglkas

Desa;

‘ Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekemnglkas

Desa,

Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undarJgan
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjui:nya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahu!han
Pemerintah Desa.

Pengeloléan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegi+t:an
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa; |
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak Hm
kewajiban desa; |
Kekayéan Desa adalah segala kekayaan dan sumber
penghasilan bagi desa yang bersangkutan;

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan niIima

lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa; ;

‘Badan Pennusya'waratan Desa, selanjutnya disebut I?D,

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
daiam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebg gaj

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perang kat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; |
{

| -
P——
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18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa dan B

dan' adat istiadat setempat yang diakui dan dihor
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repu:blik
Indonesia;

19. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanju fnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum g
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang u tluk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sisltém
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

20. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengg o
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang d lém
pelaksanaan tugasnya; |

21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat

daerah kabupaten
22, Bupaﬁ adalah Bupati Gorontalo;

23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaré Pemerintahan  Daerah yang mernin?pin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom

24. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.

BAB'II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA '
Pasal 2 .

Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekret?ns

Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

[T
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Pasal 3

(1) Pedoman penyusunan APBDesa meliputi .

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dcnf;un
kewenangan desa dan RKP Desa ; |

b. Prix{sip Penyusunan APB Desa;

c. Kebjjakan Penyusunan APfB Desa;

d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan

e. Hal-hal Khusus Lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa sebag
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampnran
merupakan bagian tldak terpxsahkan dengan PeranTrpn
Bupa}u ini.

BAB 1l
PENUTUP
Pasal 4 ,

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pf:sal
10 Peraituran Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelola:an
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tajl:un
2022 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahqn 2022 tentang Pengelolaan Keuaq!gan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nonor
19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan‘ggal

diundangkan.
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Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 8 Tewupp 2025

’

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 8 Ssoppm 2026

Pj. SEKRETARIS D KAB TEN GORONTALO,

~

MO TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 1
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR |\ TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGAhAN
PENDAPATAN DAN BL[/\NJA DESA 1AHUN

ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAFJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah NDaerah dengan kewenangan "icsa
dan RKP Desa.
RKP Desa Tahun 2025 ‘merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk Jangka waktu 1 (satu) jhun
yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dllaksanq’ikan
dalam satu tahun berjalan.
Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh maéing-
masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang terécdia
secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tu"jgan
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyanakat
berdasarkan kearifan lokal.
Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa
memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, medlalui
pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangang dan
berskala lokal desa. ‘
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan
nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan pesa
adalah meninglétkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hjidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutihan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan po‘Icnm
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lmgkungan

secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah
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pembangunan Desa uituk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan laf»pu

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoptimalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan (flch
Undang-Undang Desa, makn penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
mewujudkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudks:h

(delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa seduai

dengan ketentuan pcrnturaﬁ perundang-undangan.

Dalam rangka upaya pencapaian SDGs Desa, maka penggunaan Dpna
Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukﬁ:g
pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan : |
A. Bidang pembangunan
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan
penurunan stunting melalui: . |
1) pemberian makanan tambahan yang beragam, ber‘ "zi,
seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya l‘kal
bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil |
2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sar;éna
prasarana air minum dan sanitasi aman
3) pengadaan media komunikaéi, informasi, dan edukasi (KIE)
terkait hak anak, gizi aan kesehatan ibu dan anak serta isu
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduks\i"di
Desa
4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan Qayi,
thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan é.lal
peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu
5) pcndayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun d am
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi
keluarga sasaran stunting
6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunti@g
7) pemberién insentif untuk kader pembangunan mam.isia,

kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan a;inak

|
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usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya

yang menjadi kewenangan Desa; dan
8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya se \?ui
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawgrah

Desa.
b. Perluasan akses layanan keschatan sesuai kewenangan Desa

|

1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak

2)

3)

menular

a)

b)

¢)

d)

g

Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pafi'en
penyakit menular

Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air
bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor;] !
Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih| ke
rumah penduduk

Perhbanglinan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
qubangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasiﬁtas
mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyfa.kit
tidak .menular lainnya yang sesuai dengan kewenanigan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan han

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

a)

b)

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) penccga'han
penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat Desa; :

Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa da.;‘lam
rangka pencegahan perilakﬁ menyimpang penyalahguniaan
narkoba; dan "
Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgu | an
dan peredaran gelap nafkotika dan prekursor narkotika

lajnnya yang sesu.i dengan analisis kebutuhan dan

‘kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desz.

Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewen :

Desa:
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Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan !
pemeliharaan prasarana ~pondok bersalin Desa, pos
keschatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos
pembinaan terpadu;

Bantuan operasional untuk akses layanan dok'pr,

perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa

ylang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan |
Kegiaian pengembangan pcllayanan kesehatan lainlyn
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputusl‘an

dalam Musyawarah Desa

c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutarﬂhn,

peternakan dan/atau perikanan

a)

b)
)

d)

€)

g)

h)

j)
k)
])

pengadaan bibit atau benih;

|

pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit
atau benih;

penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
pengembangan pakan ternak alternatif;

pengembangan sentra pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil
peternakan;

perﬂanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga
dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh
mqsyarakat Desa;

pt;mbangun'an dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
pembangunan, peningkatan,- dan pemeliharaan jalan
usaha tani;

pemt;angunan kolam ikan;

pembenihan ikan air tawar

pembangunan kandang komunal;

m) pembangunan bendungan berskala kecil;

n)
o)
p)
q)

1)

pembangunan atau perbaikan embung;
pengadaan kapal penz'mgkap ikan;
pengadaan tambak garam,;

mesin pakan ternak; |

mesin penetas telur;
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s) afat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,
pancing, dan perangkap)

t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai
jem:lr gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;

u) pengadaan alat produksi pertanian, perkcbu+¢m,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan  dan/atau  perikanan  lainnya sesuai
kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

2) Pembangunan dan pengelolaah lumbung pangan Desa

3) Pengolahan pésca panen berupa pengadaan alat teknglogi
tepat guna pengolahan pasca panen.

4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan
lestari, hidroponik atau bioponik.

5) Pengembangan usaha/unit’ usaha badan usaha rflilik
Desa/badan usaha miik Desa bersama yang bergera}f di
bldang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyerﬂaan
‘modal !

6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin

1) pemberian bantuan langsung tunai;

2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya
Tunai Desa; atau

3) bantuan sosial lainnya,

bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas

yang belum*mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pthgat

dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makapan
. bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyanqang

disabilitas.

2. Pembangunan saraha dan prasarana Desa
a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
Perbaiken dan konsolidasi data SDGs Desa dan penda
perkembangan desa yang dilakuka.h sesuai dengan ketentt::

peraturan Egrundang-undangan, antara lain:
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pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; |
pendataan pada tingkat rukun tetangga; |
pendataan pada tingkat keluarga;

pendataan warga pekerja migran,;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembabxan

edat;

pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi| dan

kom}mikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi/data

SDGs Desa' dan pendataan perkembangan desa [yang
dilakukan sesuai dengan kete';uuan peraturan perumf;ng-
undangan meliputi: |

a) tower untuk jaringan internet;

b) komputer;

c) smartphone; dan

d) langganan internet

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa Iainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan q‘a_lam

Musyawarah Desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan kawasan kumubh;

1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rpmah

layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bax‘}tuan

sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/biahan

bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangu?man,

perbaikan, atau rehahvlitasi diléexjakan secara gotong r ng.

Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan séhat

untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: : ‘

a) , bertempat tinggal di wilayah Desa; |

b) diputuékan melalui Musyawarah Desa;

c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan

d) ‘diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan}

e)' Diutamakan untuk yang stunting atau rentan isakit
menahun/kronis seperti tuberkulosis dan pexfij'akit

menular lainnya.

F‘féﬁ’éﬁ .b‘ébﬁ% 1|§-§QDA'WAB ;_rj [
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2) meminimalkan  wilayeh kuntbng kemiskinan denLnn
mcnd;ekmkan akses layanan dasar yang scsuai kewenan|
Desa antara lain membangun/mengembangkan s
pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia
dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, han
jembétan sesuai kewenangan Desa;

3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usgha
mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan
penyediaan akses pekerjaan;

4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorqng-
gorong, selokan, parii, box/slab culvert;

5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai
dengan kewenengan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Dcsa.

. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik
alternative di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik |

1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) pembangkit listrik tenaga biodies-el;

3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);

4) pembangkit listrik tenaga angin;

5) kincir air;

6) instalasi biogas;

7) jaringan distribusi tenaga listrik;

8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan
lingkungan pemukiman; dan

9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai deri‘gan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

.Pembangunan sarana dan prasarana transportasi me ’a’lui
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pras |aina
transportasi, antara lain:

1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawai:san
daerah aliran sungai;

2) tambatan perahu;

3) dermaga apung;

|
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4) tambat apung (buoy);
5) jalan permukiman;
6) jalan poros Desa;
7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
8) jembatan desa;
9) gorong-gorong; dan
10) sarana prasarana transpoitasi lainnya yang sesuai dcn*;an
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komuniKasi
melalui pengadaan, pemanfatan da‘n pemeliharaan sarana (lian
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1) jaringan internet untuk warga Desa;
2) website Desa;
3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4) radio Single Side Band (SSB);
5) radio'komunitas; '
6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembua{t,an
poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung
jawaban APB Desa untuk warga; dan
7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang
sesuai Gengan kewenangan Desa dan diputuskan daiam
musyawarah Desa.
. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan
kualitas sumber deya manusia masyarakat desa
1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana perpustakaan desa/taman bacaan
masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan
bahan bacaan iainnya; i

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Désa,
termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan
wahana permainan;

3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau

prasarana taman belajar keagamaan,; ’

4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana aftau

prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya sepierti

taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, si.'fus
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bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kcbuduyapn,
gedung sanggar seni/ruang ckonomi kreatif;

5) pcmbnngunun, pengembangan dan  pemecliharaan balai
pelatihan/kegiatan belajar masyaiakat;

6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang

dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamagn,

taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;

7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
lainnya yang sesuai = dengan kewenangan Desa én
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan
keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangux?én
dan pemberdayaan masyarakat desa |
1) pendataan per{duduk rentan seperti anak dengan kebutul+an

khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga
perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai da1$ar
pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasﬂ{lh
ramah penyandang disabilitas; |

3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok
warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, ian
anak; k

4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebal;gai
pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di
Desa; dan ‘

5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat sec'laéra
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi (ian
penangangan bencana alam dan non alam ‘

.1) mitigasi dan penanganan bencana alam
a) pengadaan,, pembangunan, pengembangan qan

pemehharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam
dan/atau kejadian iuar biasa lainnya:
: pembuatan terasering;

- - pembangunan talud;

|
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- rehabilitasi kawasan mangrove;

- penanaman bakau;

- reboisasi;

- rehabilitasi lahan gambut; dan

- sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/ t{tgu
kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai de ]
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawﬁ:
Desa

pengadaan, pembangunan, pengembangan

pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bcnct.:n

ale‘lm dan/atau kejadian luar biasa lainnya

s, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

- alat pemadam api ringan di Desa;

- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;

- pembangunan jalan evakuasi;

- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan
papan informasi kebencanaan;

- kegiatan tanggap darurat bencana élam;

- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagbﬁn
bencana skala lokal desa; '

- penyediaan tempat pengungsian;

- pembersihan lingkungan perumahan yang terkkna
bencana alam;

- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan peruma}x‘p.n
yang terkena bencana alam; |

- pemasangan sirine peringatan dini  teknologi
sederhana; : (

Perubahan iklim atau b;ancana yang diakibat}(an

pérubahan cuaca ekstrem

- pembangunan sumur bor/sumur pompa | an
pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawén
kebakaran hutan; |
pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hL‘_ian

' untuk meningkatkan cadangan air permukaan /tan:1,l')

- pembuatan kebun holtikultura Bersama;

: pembuatan talud dan bangunan pelindung ab}*asi

pantai;
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- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi
pantai. '
2) mitigasi dan penangana® bencana nonalam

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, (!tuu

virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan

masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dcn{;uc,
kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang subuh
menjadi epidemik seperti:

a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak
endemik, wabah, atau virus bakteri seperti mulJn’a,
demam berdarah dengue, kolera, disentri atau pcny;ikit
menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa
untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) ujthk

tau

pencegahan malaria serta demam berdarah dengue
penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

¢) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan
ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks
seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti:
penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukun,gan
pembersihén kandang ternak;,

d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman
produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan
gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; '

f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edul;casi
(KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalpm,
seperti nomor telepop rumah sakit rujukan, nomor tele‘bon
ambulan; dan

g mitfgasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui
musyawarah Desa

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasjtas
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Jésa

bersama
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pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

milik Desa bersama; '

penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama; dan

pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usbhu

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama ypang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawaBan

perdesaan, antara lain:

a) pengelolaan hutan desa;

b) pengelolaan usaha hutan sosial;

¢) pengelolaan hutan eat; :

d) péngelolaan air minum;

e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau
peternakan;

f) pengembangan produk perikanan (pembenihan,
pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); df‘lp

g). pengembangan sarana produksi pemasaran dan distril})usi
produk.

kegiatan lainnya  untuk mewujudkan pendirkan,

pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama" sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamai;kan
dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa

bersama

1)

bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan }dan
pengembangaxi produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
berkualitas ekspor seperti perﬁbangunan dan pengeljaan
tempatvpelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangt{lnan
dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan,
pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin
penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu
dan mesin), alat pengolahan hasil perika..nan, pembangurian

sarana pengolahan mir’1yak jarak, minyak cengkeh, muryak
' |
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goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan
dan instalasi percontohan;

2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumnl:nn
yang difokuskun kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau perdesaan scpfm
pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, muam
jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Dgsa,

1
online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roa;ter

kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler; '

pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan,

3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan loglltlk
di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan

4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimaliéasi
perhutanan sosial;

5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek refox}ma
agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lmgkun §n
dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kela}pa,
penepung bux bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopl
pemotong/pengms buah dan sayuran, pompa air, traRtor
mini, desalinasi air lau* dan mesin pembuat es dari air laut
(9lurry ice);

7) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa un‘:uk
para pelaku industri desa; dan

8) kegiatan lairinya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh baéan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawa;"%ah
Desa

c. Pengembangan Desa wisata

1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharéan
sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo,
pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban put;';ﬁk
dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju temj
wisata, Joggmg path track wisatawan, perahu penumpﬁg
untuk mencapal ke tempat wisata, tambatan perahu, dermbga

apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan

KABA!
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kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, llin.q
warung makan, wahana permainan outbound, wahana
permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan liIcl.
pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan
wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

pengembangan investasi desa wisata;

pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelarjutan

a. Pemanfaatan energi terbarukan

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

pengo}ahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagdng,
kedeiai, dan tebu menjadi biofuel;

pengolahan kayu dan limbahnyz';, seperti kayu bakar, pelet
kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi
biogas;

pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan

pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/b,as
alam terbarukan; dan

kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan‘diputuskan dalam Musyawafah

Desa.

b. Pengelolaan lingkungan Desa
Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah

lingkungan:

1)

2)

3)
4)

pembangunan, perbaikan,' atau rehabilitasi tempat
pembuangan sampah

pengeiolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki sep'}ik,
instalasi pengolahan lumpur tinja;

pengelolaan air limbah domestik;

pengelolaan 'sampah terpadu dan berwawasan lingkun!%an
melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan

pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan

:;szca OPDJAS 1[SEKDA|WABUP
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5) kegintan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri

ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa,

¢. Pelestarian sumber daya alam Desa

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

pembibitan pohon langka;

perlindungan terumbu karang;

pembersihan daerah aliran sungai;

pembangunan ruang terbuka hijau;

pcmvbersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, prul'ft'ek
wanatani (agroforestry); dan

kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya se:%uai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

B. Bidang Pemberdayaan

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hi&'up

sehat

a. Penyelengaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarz#kat
hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di

Desa

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan

pelatihan kesehatan ibu dan anak;

penyu}uhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan
makanan pendamping air susu ibu (MPASI);

peningkatan akses perlindungan'sosial bagi keluarga sasa‘ran
stunting;

upaya p:encegahan perkawinan dini;

pelatihan pangan yang sehat dan aman;

pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
kampanye dan promosi gerakan makan 1kan,

praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan a{iak
(PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS);

rembuk stunting desa;

anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita

(BKB); |

[
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11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan munu]eiu.
kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak
usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Kclux}rga
Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
dan

12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya seguai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarnh '
Desa. : !

. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyaretkzt
hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular (lan
penyakit tidak menular
1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perﬂpku

hiddp bersih dan sehat, xonsumsi gizi seimbang, Ban
pengelolaan sanitasi yanf; baik untuk pencegahan peny%a.ldt
menular, seperti inﬂuemia, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS,
tﬁberkulosis, malaria, démam berdarah dengue, kusta, han
penyékit menular lainnya;

2) korr{unikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku
hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang uqt?uk
pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi,
diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak men{jllar
lainnya;

3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;

4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
5) insentif .untuk kader penyakit menular dalam kegiatan
penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak’;

6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dgpat
terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh
peda péngobatén; | |

7) pembu'didayaan obat : tradisional Desa dan pengembangan
jamu;

8) pelat'il‘lan pengelolaan air minum;

9) pelatihan pengembangan apotekE hidup Desa dan pro@uk
hortikultura; dan

10) kegiatal:l/ penanggulangan penyakit menular dan penyg’xkjt
tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan q!e,sa

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan musyur;.*kat
hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program
jaminan keschatan nasional
1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program

jaminan keschatan nasional melalui komunikasi, informasi

dan edukasi; dan
2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional,

d. Penyelenggaraan promosi kesehataui dan gerakan masyarakat
hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantdsan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor
narkotika
1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgudyaﬁan

narkotika; '

2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya
narkotika;

3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika;

4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegqhan
penyalahgunaan narkotika;

5) fasilitasi pelatihan bagi felawan anti narkotika;

6! penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgux}‘aan
narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho,
poster, atau brosur/leaflet;

7) pengembangan kapasités masyarakat di kawasan ra]'wan
tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran /dan
penyalahgunaan narkoba; dan

8) kegi(atan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkatika
lainriya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputugkan
dalam Musyawarah Desa.

2. Penguatan  partisipasi masyarakat dalam  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan |[dan
konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa

1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan

KaeaalOPD|AS 1[SEKDA]WABUP
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2)

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pcndu'Imn
¢sa

perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan

dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pur{gan

nabati dan hewani

1)

2)
J)

4)

9)

pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan, dan/atau perikanan;

pelatihan pengelolaan hasil panen;

pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk pc?uni
budidaya dan nelayan tangkap;

pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran pr duk
pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa
dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan

kegiatun penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahq‘qan
pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai derjgan
kcwgﬁangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah De\%a.

. Peningkatan keterlibatan masyarak:it secara menyeluruh ddlam
' f

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

1)

2)

3)

4)

5)

6)

‘sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi ten

kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal 'dan
rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan
masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelon%;';ok
rentan lainnya;

penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti
pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosxalea&
gerakan kembali bersekolah; *

fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusdqan
usulan kelompok marginal ‘dan rentan yaitu peremp;ilén,
anak, warga lanjut usié, penyandang disabilitas, masyar t
adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok mar lnal
lainhya;

penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindurigan
masyarakat;

ang
an

pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan
anak serta tindak pidana perdagangan orang;

pelatihan kepemimpinan perempuan;

\lit‘cfﬁﬁ OPDJ|AS 1’3;!(02‘ WABUP
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7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gende'r;

8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang rcspo*wir
gender;

9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyand*mg
disabilitas, warga miskin dan masyatakat marginal terha('lap
akses administrasi kependudi kan dan catatan sipil;

10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal unkuk
membientuk kcsalchan sosial di Desa; dan

11) kegiatan  peningkatan " keterlibatan masyarakat sc@ara
menyéluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
dipdtuskan dalam Musyawarah Desa.

. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyargkat

desa

1) pémbentukan dan pelatihan pengurus Iembiaga
kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

2) pelatihan kepemimpinan;

3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:

4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja
migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi

' 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa
dengan perusahaan;

6) pelatihan bahasa asing;

7) pelatihan digitalisasi;

8) kegiat‘an peningkatan kualitas sumber daya manusia wa]uga
masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawai Id.h Desa.

. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembaqgan

listrik alternative di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi

bersih dan terbarukan

1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru
terbarukan;

2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan
elektrifikasi; '

3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; |

5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dax}*
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7) kegiatan lainnya dalam rangka P-nyediaan listrik Desa untuk

mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang

sesuai “dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

3. Pengembangan kapasitas ckonomi produktif dan kewirausahaan

masyarakat desa
a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

masyarakat desa

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

pelatihan pengelolaan Desa wisata,

pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan
bakau;

kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbah
baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kcl@ba,
topeng/ukiran kayu, anyaman ban.bu/daun, limbah laut
(kerang, kayu, bakau dan ceniara laut);

pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berproqmsi
baik di media daring atau luring;

pelatihan kewirausahaan Cesa;

promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital; dan

kegietan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan
kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai den:gan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapaﬁi'tas

pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa

bersama

1)

2)

3)

4)

5)

pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama;

pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan uq’aha
milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; |
pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha
milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/étau
kope_fasi;

bazar produk kerajinan tangén/produk industri nu?nah
tangga;

kerjasama perdagangan antar Desa;

I |
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6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

7) kegiatan  lainnya  untuk  mewujudkan  pendirfan,
pengemt;angan, dan peningkatan kapasitas pengelol fn
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam .nusyawarah Desa

. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutuma'}mn

dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Oesa

bersama '

1) pelaﬁhag pengelolaan tanam<n sekitar hutan ur‘t:uk
konservasi dan tambahan pendapatan;

2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga p.an
perkebunan untuk energi biomassa;

5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pcl'p.ku
industri rumah tangga;

6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarzékat
Desa; !

8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi ::!ara
pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian mel'allui
tulis)an dan visual,;

9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengalffses
permodalan baik di bank dan non-bank;

10) mefnbentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga
keleétarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu kax{a'ng
dan zonasi tangkap dan konservasi;

11)investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha
milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; |

12) pelatihan  penggunaan perangkat produksi barang/jasa
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komp bt;er,
mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dlan
membatik; dan |

13) kegiatan_lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha

ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usfaha

KaBAS|OPDIAS, 1 sEKoK'JZABUP
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milik- Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dcdgtm

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Dc.Ta.

4. Pengembangan seni budaya lokal

a.

pelatihun dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;

C.

pelatihan menenun/ membatik dengan menggunakan warna aiam,
motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau

sesuai tren;

.pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan

keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan Idan

penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, ﬁrlog,
dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan '

¥
kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lain:nya

sesuai dcngan kewenangan Desa dan diputuskan deilam

Musyawaiah Desa

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganaﬁ bencana alam dan non alam
a. Penguatan dan fasilitas masyarakai Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapi tanggap darurat bencana alam

1) kegiatah sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap bencana;

2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penahganan bencanaj;

4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan benqiana
alam;

6) pelati.han pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dqlam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana qilam
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputus:kan

dalam Musyawarah Desa.

. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiaéam

menghadapi' tanggap darura. bencana non alam atau kejadian
luar biasa .
1) ‘pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (thIE)

terkait bencana nonalam; .‘

|
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2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyhkit
menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; daq

3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana noniiam
atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kcwcnaqgan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 1

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan Desa dan Kabupaten,
diharapkan pencapaian sasaran pembaﬂguqan desa harus mendu :ng
pencapaian sasaran pembangunan Xabupaten tahun 2021-2026, se uai
dengan kewenangannya.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam RPJLAD
merupakan program kepala daerah yang akan menjadi prioritas atau tafrget
selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai
sasaran Daerah ta\lhun 2021-2025. Adapun Prioritas Pembangunan Da%lfah
(PPD) Kabupaten Gorontalo selama lima tahun adalah sebagai berikut : ,

1. Pembangunan' Manusia

2. Ketahanan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

3. Pemerintahan Transformatif dan Ketahanan Iklim

Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
berdasarkan bidan dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai derigan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan ckses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; |

4. Partisipatif, melibatkan i)eran serta masyarakat

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan |

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lébih
tinggi dan peraturan daerah lainnya;

7. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk
kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

8. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari

untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
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9. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebuguimfnu
tertuang didalain Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dengan tetap

memperhatikan kewenangan Desa.

I11. Kebijakan Penyusunan APB Desa
Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk upng

dianggarkan dalam APBDes. Penerimaan desa merupakan rcnc‘ma
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan desa dan berdasarkan pada ketentpim
peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran desa merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yfa,ng
cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terjdiri
atas belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa. |

. Seluruh penerimaan desa dan pengeluaran desa dimaksud dianggar}m.n
secara bruto dalam APBDes. Selanjutnya, APBDes sebagai désar
pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran scéuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Kkeuangan
negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan dae“; :
belanja daerah, dan pembiayaah daerah. Kebijakan yang perlu mendfl::t
perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Angga'rp.n
2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa
dimaksud, adalah sebagai berikut :
A.Pendapatan Desa.

1. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak pfrlu
dikembalikan oleh Desa;

2. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli Desa;

b. transfer; dar;

c. pendapatan lain.
3. Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis :
a. hasii usahq; :
b. hasil ‘aset;.
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

4. Hasil usaha Desa, antara lain bagi hasi' BUM Desa.
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' a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
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Hasil aset antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa. Penganggaran Pendapatan }1asil
Aset Desa te(ap mengacu pada Peraturan Desa yang mcngfdur
tentang pungutan atas pemanfaatan kekayaan milik aset.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan Jang

berasal dari ~umbangan masyarakat Desa.

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

Kelompok transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Deba; penganggaran Pendapatan Dana Desa dapat mery juk
pada pégu definitif yang ditetapkan dalam Peraturan Me feri
Keuangan dan/ atau menggunakan pagu tahun sebelumnya;

b. Bagian cari hasil pajak daerah dan retribusi da%xah
penganggaran Pendapatan Bagian Hasil Pajak Daerah !dan
Retribusi Daerah dapat merujuk pada pagu yang ditetap!k‘an
dalam Peraturan Bupati dan/atau menggunakan pagu t ’ n
sebelumnya; '

c. Alokasi Dana Desa; penganggaran Pendapatan Alokasi dlana
Desa dapat merujuk pada pagu yang ditetapkan dalam Peratdran
Bupati dan/atau menggunakan pagu tahun sebelumnya;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Da?rah
Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah! |

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daéx“ah

Provinsi dan Daerah dapat bersifat :xamum dan khusus. |

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi

tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit TO%

(t.ujuh puluh per seratu’s) dan paling banyak 30% (tiga puluh‘per

seratus).

Kelompok' pendapatan lain, terdiri atas:

%
{
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; .

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

' {
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggdran

berjalan;
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¢. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah dinpug digunakan untuk mcnu+{pi
pelampauan 30:70 belanja vperasional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Belanja Desa

1.

10.

Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewujirm
leh

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperc
pcmbayara;mya kembali oleh Desa.

Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggargan
kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Klasifikasi belanja huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub
bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang tqlah
dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja huruf e, dibagi dalara sub bidang sesuai dengan
kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan danﬁat
dah mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis Belanja terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;

c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga

Belanja pegawai, dxanggarkan untuk pengeluaran penghasilan teqap, .
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bag1
kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. ‘
Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggar?an
pemerintahan Desa.

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. ;
Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peratu"an

perundang; undangan dan kemampuan APB Desa

=]
5|
|
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Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua bcras)
bulan.
Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Desa;
b. pemeliharaan sarena prasarana Desa;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimakgud
pada ayat -(2) huruf e. yaitu bantuan uang untuk operasiq x?al
lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanpan

pembangunan, ketentraman dan Kketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat hurbf f
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pemberian belanja jasa berupa insentif/honorarium dianggar’(‘an
dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang
standarisasi harga baik yang telah diatur dalam Peraturan Buf’)ati
yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa maupun
regulasi lain yang diatur dan berlaku pada Entitas Pemeriﬁtah
Daerah.

Bélanjg modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai inanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menamﬁah aset. _

Belanja modal, dianggarkan untuk belanja barang yang memenuhi
kapitalisasi ‘aset, misalnya untuk Peratan dan Mesin dengan batas
minimal R.p.30.0.000,-‘ (tiga ratus ribv rupiah). Nilai dibawah‘fxya
dianggarkan sebagai belanja perlengkapan (aset extracomtable).
Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggar&m
kewenangan Desa. | |
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
hidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadéan

mendesak yang berskala lokal Desa.

!
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. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit mcmcq’uhi
kriteria sebagai berikut :

a. bukan iherupakan Kkegiatan normal dari aktivitas pcmcriqtah
Desa dan tidak dapat diprediksikan sehelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di lvar kendali pemerintah Desa.

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan
upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencfma
sosial. ‘
Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan uﬁaya
penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan
dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan tergangglinya
pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan u ‘aya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarjkat

miskin yang mengalami kedaruratan.

C.Pembiayaan

1.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dib:'iyar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

- pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan, meliputi :

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah
dan bangunan.

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegi%tan

yang belum selesai atau lanjutan.
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Pencairan dana cadangan digunakan untuk mcngunggurlmn
kcbutuhun\ dana cadangan yang sclanjutnya dicatatkan da’.m
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan.

Pengeluaran pémbiayaan, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegi:%tan
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desq‘.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling sedikit
memuat :

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cédangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanfnya
telah ditentukan . secara khusus berdasarkan peratﬁran
perundang; undangan. ,

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan kepala Desa.

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan
pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa urimk
meningkatl-an  pendapatan Desa atau pelayanan kepada
masyarakat. |

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan ){ang

dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangu.gnan
tidak dapat dijual.
Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis

kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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D. Kebijakan Penggunaan Dana Desa yang perlu  diperhatikan  olch
r
Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025,
adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan perat\Jmn

[ ]

Desa meagatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. |

Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengeénai
Kewenang‘an Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewena | n
Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana
Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang dmr
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenan‘gan
Lokal Berskala Desa sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Swakelola

1.

Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa
diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk
mewﬁjudkan kemandirian Desa; |
swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan suniber
daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya
manusia di Desa;

Desa dalam melaksanakan swakelc’a penggunaan Dana D]esa
dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketenthan
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan
jasa di Desa;

Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana
Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah
Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan feh
penyedia barang/ jasg. |
Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa

bertempat di desa setempat.

c. Padat Karya Tunai Desa

1.

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan
pola Padat Karya Tunai Desa;
pelaksanaan Padat Karya Tunai Dcsa difokuskan pt::

pembangunan sarana prasarana: di Desa atau pendayagun

Fogam|OPDIAS 1[SEKDA|WABYR
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sumber daya alamnm secara lestari berbasis pemberdu)Jp‘an

masyarakat;
. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip: |

a.

inklusif yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum mar ,'ha]
penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.

partisipatif yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam
mus}awarah Desa.

transparan dan akuntabel yaitu mengutamakan pnl Bip
transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal
maupun administratif kepada semua pihak.

efektif yaitu kegiatan prioritas, berdampak pada peru'ng tan
kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya
pengelolaan, perawatan, uan pelestarian yang berkelanjutan.
swadaya dan swakelola yaitu mengutamakan keswada
masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, ten a,
dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan

secara mandiri oleh masyarakat Desa.

. pekerja dlpnontaskan bagi penganggur, setengah penganggur

perempuan kepala Kkeluarga, anggota keluarga miskin, scrta
anggota masyarakat marginal lainnya; 5
. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima pll.h.\h

persen);

6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja péling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan

ketentuan sebagai berikut :
a. besaran anggaran upah Kerja paling sedikit 50% (lima pt;%luh

C.

persen) dari total biaya per kegiatan yang dllakl.ﬁkan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;d

upah kerja paling Sedlklt 50% (lima puluh persen) mencakup
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material
untuk bangunan, penyiapan.’ lokasi bangunan, Han
pelaksandan kegiétan pembangunan; |
jumlah tecnaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pemb.
tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang
ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa

sebagaimana dimaksud pada poin d; dan

KABECTOPD|AS ISELPA|VIABUE]
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d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah #an
batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah
kepa di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau
menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pp‘da
sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penananflan
sayuran dan lain-lain; dan |
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di la]flan
perkebunan 4
b. wisata Desa , '
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha rq'ilik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi
wisata |
c. perdagangan logistik pangan
1) pemeliharaan bangunan pasar;
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Dt:a
li

komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebxh

bersama  berperan sebagai . agregator untuk mem

luas;

3) bacian usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan
pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan ' penyertaan modal badan usaha milik DEsa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada
produlgsi yang menguntungkan di Desa

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;

eesalorPp A;%#ISEYDA wAE‘s[jb'
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2) begi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan ushha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan tempat
peijuulan ikan lainnya yang dikelola badan usaha qilik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha niilik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; ‘

2) penggémukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil
yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja sama tadan usaha milik Desa dan/atau badan us:iaha

milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaétan

kotoran ternak untuk pupuk organic

d. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan =~

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dgna
Desa dikelola_melalui mekanisme pembangunan partisipatif y%ang
tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa

3. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya
Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan.

5. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa;

6. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

_Dalam penyusunan APB Desa, Femerintah Desa dan BPD harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan:

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa;

Kepala Desa ﬁenyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama d am
musyawarah BPD;
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. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des yang diusulkan Kepala

Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling
lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung scjak Rancangan Peraturan

Desa diterima;
Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara BPD dan Kepala
Desa untuk pc'rtama kali dilaku!-an paling lama 30 (tiga puluh) ;ilari
sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimakgud
pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember
tahun berjalan;

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentAng
APB Des yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dﬂgat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasi pal
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya;

Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa

menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran

" "APB Des;

l}
Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan

Kepala Desa mengenai Pcnjabaran APB Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2024, selain

memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar
memperhatikan hal-hal'lain sebagai berikut :

1.

Biaya pajak dan administrasi bank untuk belanja operasional desa
seperti pajak rekening bank, belanja listrik, air, telepon dapat dibidyai

melalui akun belanja operasional perkantoran lainnya

2. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

3. Penganggaran belanja bersifat mengikat yang bersumber dari Dana Desa:

a. BLT

b. Ketahanan pangan

c. Stunting .

Besaran penganggaran belanja bersifat mengikat mengikuti ketenn;‘lan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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. Penganggaran  belanju  Ketahanan Pu.ngun diprioritaskan pada
ketersedianan pangan dibandingkan dengan keterjangkauan pangan (j(hun
tani). .

. Penganggaran kegiatan dalam rangka penurunan stunting difokuskan
pada penangangan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

. Penganggaran BUMDes untuk menunjang pcndaputari asli desa.

. Bagi Desa yang belum/tidak terjangkau akses internet, agar ddpat
mempiroritaskan pengalokasian anggaran penyediaan internet desa
sebagai upaya mendukung keterjangkauan informasi dan komunikasi.

. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan ka.x{!tor

kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus

Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi gtau

perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketenul.n:

a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan |

b. diputuskan melalui musyawarah Désa, ‘dan disertai dengan berita
acara keputusan musyawarah C.sa.

Standarisasi belanja insentif/honorarium/barang/jasa:

a. PPKD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

b. Koordinator PPKD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

c. Pelaksana Kegiatan Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); |

d. Insentif Guru PAUD diberikan paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk Guru sertifikasi diberikan
paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu); ‘,

e. Insentif PPKBD & Sub PPKBD diberikan paling banyak Rp.600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);

f. Insentif operator/staf/cleaning service desa diberikan paling banyak
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

g. Insentif Tim Penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang terdiri
dari Ketua, Sekretaris, serta Anggota diberikan paling banyak
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

h. Insentif KPM (Kader Pembangunan Manusia) diberikan paling ban&ak
Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

i. Honor Lembaga Pemberdayaan Desa yang terdiri dari Ketua,
Sekretaris, dan Anggota diberikan paling banyak Rp.600.000,- (eﬁam
ratus ribu rupiah);

j Honor Perlindungan Masyarakat (Linmas) diberikan paling bariyak
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

s -
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Honor Imam Wilayah/Guru Ngaji/Kader Tribina/Kader Kesehatan/
Honor Lainnya diberikan paling banyak Rp.600.000,- (enam ratus Tibu

* rupiah);

Honor Petugas Registrasi Desa diberikan paling banyak Rp.600.000,-

(enam ratus ribu rupiah);

. Honor Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan

Anggota diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus

ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu

rupiah); :

. Uang saku/pengganti transport untuk pelaksanaan kegiatan kurang

dari 3 (tiga) hari adalah Rp.100.000/hari sedangkan kegiatan yang
dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari adalah sebesar Rp.50.000/harti;
Honor narasumber diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rup;iah)

Orang/Jam;
Honor tenaga desain gambar /RAB diberikan Rp.1.000.000,- (satu juta

rupiah) /Kegiatan untuk Desa yang tidak memiliki tenaga teknik;
Konsumsi ringan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Dos;

r. Konsumsi berat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Dos;

Sewa kenderaan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah)/Hari.
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